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KECAMATAN BRONDONG  

KABUPATEN LAMONGAN 

SEMESTER I TAHUN 2022 

KECAMATAN KEMBANGBAHU 

Oleh : 
SUTIKNO, S.Pd, MM 

Camat Kembangbahu 



Kecamatan Kembangbahu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lamongan yang 

berada di belahan selatan ibukota Kabupaten Lamongan dengan jarak + 15 Km, Luas Wilayah Kecamatan 

Kembangbahu 63,84 Km2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEMBANGBAHU 

•Kec. LAMONGAN 

•Kec. SUKODADI 
Sebelah Utara 

•Kec. TIKUNG Sebelah Timur 

•Kec. MANTUP Sebelah Selatan 

•Kec. SUGIO Sebelah Barat 

TERDIRI DARI : 

18 Desa 

77 Dusun 

361 RT /  

100 RW 

KONDISI KEPENDUDUKAN 

Jumlah Penduduk  

Per Januari 2022 

sebanyak  50.555  jiwa  

terdiri dari :   

Laki – laki  :  25.205 Jiwa 

Perempuan  :  25.350 Jiwa 

Jumlah KK :  13.881  KK 



TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

TUGAS 

• Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta 
mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.  

 

•  (Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 ) 

FUNGSI 

• Perumusan  dan  penetapan  bahan  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah Rencana  Setrategis,  Rencana Kerja,  Rencana Kerja  dan  
Anggaran,  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 

• Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Rencana Operasional berupa petunjuk teknis  dan Standar  Operasional Prosedur serta 
mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 

• Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat; 

• Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum; 

• Penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

• Penyelengggaraan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

• Penyelenggaraan  Koordinasi  penerapan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Kepala Daerah; 

• Penyelenggaraan  Koordinasi  pemeliharaan  prasarana  dan  sarana  pelayanan  umum lingkup Kecamatan; 

• Penyelenggaraan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

• Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan / atau  Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan 

• Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  Kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah 
yang ada di Kecamatan, antara lain : 

•  a. Penyelenggaraan  Perencanaan  dan  efektivitas  kegiatan  pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 

•  b. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan. 

• Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; 

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 

•(Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 ) 



STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM 
KECAMATAN KEMBANGBAHU 

CAMAT 

SEKRETARIS 

KECAMATAN 

KASUBBAG UMUM 

DAN 

KEPEGAWAIAN 

KASUBBAG 

PERENCANAAN, 

EVALUASI DAN  

KEUANGAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASI PEMERINTAHAN 
KASI PELAYANAN 

PUBLIK 
KASI PEMBANGUNAN 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

KASI TRANTIBUM 

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA 

KECAMATAN KEMBANGBAHU 

BERJUMLAH 31 ORANG, TERDIRI ATAS : 

 

A. BERDASARKAN STATUS 

 PNS/CPNS :  19 

 NON ASN : 12 

 

B. BERDASARKAN PENDIDIKAN 

 SMP : 0  orang 

 SMA : 12  orang 

 D-2 : 1 orang 

 D-3 : 2 orang 

 S-1 : 13  orang 

 S-2 : 3  orang 



KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2021 – 2026 DENGAN OPD KECAMATAN 



PROGRAM KERJA TAHUN 2022 OPD KECAMATAN KEMBANGBAHU 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan

5 PROGRAM 

11 KEGIATAN 

28 SUB KEGIATAN 



POHON KINERJA 

 



 

Lanjutan 



CASCADING KINERJA 

Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat 

terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke Desa 

 
Indeks Reformasi Birokrasi ( RB ) 

Kepala Daerah 

Camat 

 Meningkatkan Pelayanan Publik 

 
Indikator :   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 

Sekretaris 

Kepala Seksi/Sub 

bag 

Staf 

INDIKATOR : Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan 

 

INDIKATOR :  

1. Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan (15 Pelayanan) 

2. Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (B=83.20) 

 

Peningkatan Efektifitas Pelaksana Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

INDIKATOR :  

1. Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan (15 Pelayanan) 

2. Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (B=83.20) 

Peningkatan Efektifitas Pelaksana Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 



CASCADING KINERJA 
Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat 

terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke Desa 
 
Indeks Reformasi Birokrasi ( RB ) 

Kepala Daerah 

Camat 

Meningkatkan Kemandirian Desa 
 

Indikator : Jumlah Desa Maju 

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Desa 

Indikator :  

1. Prosentase Desa Berkembang menuju Desa Maju 

 
 
 Sekretaris 

Kecamatan 

Kepala Seksi 

Staf 

Program Pemberdyaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 
1. Persentase Desa yang Melaksanakan 

pemberdyaan terhadap masyarakat 

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 

1. Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

Jumlah Koordinasi Kegiataan 

Pemberdayaan Desa 

Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

 

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan 

    Aset Desa 

3. Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan Desa 

4. Fasilitasi Penyelnggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang 

2. Jumlah Desa yang mengikuti Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan 

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1. Persentase urusan pemerintahan umum yang 

diselenggarakan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 

1. Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan 

1. Jumlah Penanganan Konflik yang tertangani 1. Jumlah Desa yang di fasilitasi 

2. Jumlah Desa yang di fasilitasi 

3. Jumlah Desa yang mengikuti Koordinasi Musyawarah Pembangunan 

4. Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Pengendalian Keamanan 

 



 

CROSS CUTTING PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 

 

kemiskinan

akses
pendidikan

akses
kesehatan

jaminan sosial

Pencari
Kerja

daya
beli

rumah layak
huni

pendapatan
resiko

bencana

penduduk
rentan

investasi
daerah

Keb lapangan
kerja

akses
pangan

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-produksi
Perdagangan

produksi
Industri 

produksi
Pertanian

+

pengangguran

Tenaga kerja

-

-

Pemberdayaan
masyarakat

-

+

Total Produksi
Unggulan +

-

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

-

 

Sub Kegiatan>>>>> 

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Indikator:  jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan 

 

KEGIATAN PENDUKUNG 

Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Membina 
UMKM yang ada di Kecamatan Kembangbahu 

Melakukan Pembinaan Melaluai Program PKK dalam 
Penanganan Pengentasan Kemiskinan 

Meningkatkan Jumlah Penerima Bantuan Sosial 
dalam berbagai program Penanganan Kemiskinan 

Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Program 
Home care Service 

Memasukkan Program Kerja Kecamatan di Sub Kegiatan>>> 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan Program dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Indikator:  jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah 

kecamatan 



 

 

 

 

 

Sub Kegiatan>>>>> 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

Indikator:  Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 

Diwilayah Kecamatan 

 

PENERIMA BANTUAN  
 

 

 

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN 

PENERIMA MANFAAT HOME CARE SERVICE 
 

 

 

Sub Kegiatan>>>>> 

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Indikator:  jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan 

 

Pohon Kinerja 

DESA HOME CARE SERVICE 

18 Desa 35 KK 

DESA PKH BPNT BLT DD JML TOTAL 

18 Desa 2.243 4.282 1.662 8.187 



 

TINDAK LANJUT PENGENTASAN KEMISKINAN 

 
Meningkatkan Pelayanan Home Care Servise  

Pemberdayaan PKK Desa untuk bersinergi 
mengangani Kemiskinan Masyarakat Desa 

Memberikan Bantuan kepada Masyarakat miskin  

Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Kec Kembangbahu 



PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI 

Pelaksanaan Rapat Intern  

Hasil Evaluasi dari Monitoring yang 
dilakukan Tim Inspektorat 

Evaluasi yang rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali 



PERJANJIAN KINERJA CAMAT DENGAN BUPATI LAMONGAN TAHUN 2022 



CAPAIAN IKU BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA 



 

 

INDIKATOR TAHUN  TARGET REALISASI % 
MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

 

 

 

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

 

(Permenpan & RB No. 

14 Tahun 2017 tentang 

SKM) 

2020 81,30 82,95 102 B BAIK 

2021 82,00 83,53 102 B BAIK 

2022 83,20 83,57 102 B BAIK 



MANAJEMEN RESIKO 
SETELAH EVALUASI 

Rencana Tindak Pengendalian Tujuan/ Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Risiko Sebab 

C/UC 

Dampak Skala 
Dampa

k 

Skala 
Kemun
gkinan 

Nilai 
Risiko Uraian 

Kode 
Risiko 

Pemilik Uraian Sumber Uraian 
Pihak yang 

Terkena 

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik di 
Kecamatan 

                          

Progam 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Publik 

Prosentase 
Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Kecamatan 

Pelayanan E-KTP, KK 
terlambat 

RSP 1 Kepala OPD 
server error, Jaringan IT 
Lokal/Nasional terbatas 

Eksternal UC 
Masyarakat tidak 
terlayani dengan baik 

Masyarakat 3 3 9 

Melakukan Penerimaan Berkas 
Pemohon dan diproses setelah 
Jaringan kembali normal, atau 
Pelayanan dialihkan ke 
Disdukcapil dan MPP 
Kabupaten 

    

Kurangnya Minat 
masyarakat dalam 
memanfaatkan 
pelayanan publik di 
Kecamatan 
Kembangbahu 
 

RSP 2 Kepala OPD 

Kurangnya Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang pelayanan 
publik yang ada di Kecamatan 
 

Internal C 

Pemanfaatan Pelayanan 
publik oleh masyarakat 
rendah 
 

Masyarakat 3 3 9 

Melakukan sosialisasi baik 
secara langsung kepada 
masyarakat maupun melalui 
Medsos bahwa terdapat 
Pelayanan Publik di Kecamatan 
tanpa dipungut biaya 
 

Meningkatnya 
Koordinasi  
Pemerintahan dan 
Penyelenggaraan   
Pemerintahan Desa                           

Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 

Prosentase  
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Masyarakat dan 
kepemudaan kurang 
berkembang 

RSP 3 Kepala OPD 
Kurangnya kegiatan pemberdayaan 
Desa, Masyarakat dan Kepemudaan 

Internal C 
Desa Mandiri sulit 
dibentuk 

Masyarakat  2 3 6 

Meningkatkan Sosialisasi dan 
Koordinasi terkait 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kepemudaan 

Program 
Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
Umum 

Prosentase  
Jumlah Koordinasi 
dan Pembinaan di 
Bidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 
Ketertiban, Sosial 
dan Pembangunan 
Wilayah 

Keamanan 
Lingkungan 
Berkurang 

RSP 4 Kepala OPD 
SDM Linmas berkurang, Insentif 
Linmas rendah 

Internal C Desa kurang kondusif Masyarakat  2 3 6 

Pembinaan dan Pengusulan 
Insentif untuk kesejahteraan 
Linmas serta membuat Mitigasi 
Resiko keamanan lingkungan di 
Desa 

Program Pembinaan 
dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Prosentase  
Jumlah Koordinasi 
dan Pembinaan di 
Bidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 
Ketertiban, Sosial 
dan Pembangunan 
Wilayah 

Kurangnya 
Kemampuan 
penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
Pelaporan tepat 
waktu 
 

RSP 5 Kepala OPD 

Perangkat desa kurang memahami 
petunjuk teknis yang ada, serta 
pengetahuan teknologi dan tingkat 
kedisiplinan yang rendah 

Internal C 
Desa Mandiri sulit 
dibentuk 

Perangkat Desa 2 3 6 
Meningkatkan pembinaan di 
bidang IT dan Penindakan tegas 
bagi Perangkat Desa sesuai SOP 



Melaksanakan pengembangan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat serta meningkatkan pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi; 

Meningkatkan Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat sesuai SOP yang ada 
dan terus mengembangkan inovasi pelayanan yang ada di Kecamatan 
kembangbahu; 

Melakukan Monev hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan 
melakukan upaya peningkatan koordinasi atau pembinaan keamanan dan 
ketertiban yang ada di Desa 

RENCANA TINDAK LANJUT DARI HASIL CAPAIAN KINERJA DAN 

PENANGGULANGGAN RESIKO 

1. 

2. 

3. 



INOVASI PELAYANAN KECAMATAN KEMBANGBAHU 

NO JUDUL KATEGORI 

1. RAPELMAS 

(Rabu Pelayanan Masyarakat) 

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 

(PELAYANAN PUBLIK) 



CAPAIAN PENGHARGAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

TAHUN 2018, 2019, 2020 DAN 2021 

TAHUN 2018 TAHUN 2019 

TAHUN 2020 TAHUN 2021 CAPAIAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 






